
BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN 'BUPATI `SANGGAU

NOMOR  11 TAHUN   2020

TENTANG

DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang       :   bahwa   untuk   melaksanakan   ketentuan   Pasal   7   ayat   (1)
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  8/PMK.07/2020  tentang
Tata Cara  Penyafuram  Dana Alckasi  Umum  Tamhaham  Tchun
Anggaran  2020,  perlu  menetapkan  Peraturan  Bupati  tentang
Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
Tahun Anggaran 2020;

Mengingat         :    1.   Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  1959  tentang  Penetapan
Undang-Undang   Darurat   Nomor   3   Tahun   1953   tentang
Pembentukan  Daerah  Tin_gkat  11_  di  Kalimantam_  (I€m.baram
`N.ega`ra  _Republik  Indonesia  Tahun   1953  Nomor  9)  _sebagai
Undang-Undang    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun    1959    Nomor-   72-,    Tambahan    Lembaran    Negara
Republlik Indonesia /Nomor 1820) ;

2..   Un_daLng-Un.clang       N_Qm_o_r       2_3       Tahun_       2Q14        ten_tang
Peme_rintahan  Dae_r_ah {Le_mb.ar_an Negara  Republik Indonesia
Tahun  2014  Nomor  244,     Tambahan     Lembaran     Negara
Republik    Indonesia    Nomor    5587),     sebagai-man-a    telah
beberapa   -kali   diubah,   terakhir   dengan   Undang-Undang
Nomor   9   Tahun   2015   tentang   Perubahan   Kedua   Atas
Undang-Undang-      Nomor-      23      Tahun      2014      tehtang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia
Tahun   2015   Nomor   58,      Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) ;

3.   Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2019  tentang  Anggaran
Pendapatan   dan   Belanja   Negara   Tahun   Anggaran   2020
(Lembaran  Negara  Republi-k  In-donesia  Tahun  2019  Nomor
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6410);

4.   Peraturan  Presiden  Nomor  78  Tahun  2019  tentang  Rincian
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara Tahun  Anggaran
2020;



5.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   130  Tahun  2018
tentang   Kegiatan   Pembangunan   Sararia   dan   Prasarana
Ke-1uraharl   dan   Pemberdayaan   Masyarakat   di   Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor   139);

6.   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020_ tentang
Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun
Anggaran  2020   (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2020 Nomor 46);`

7.   Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 20_19
tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun
Anggaran 2020;

MEMUTUSRAN:

Menetapkan       :   PERATURAN     BUEATI     TENTANG     DANA     ALO-KASI     UMUM
TAMBAHAN     BANTUAN     PENDANAAN     KELURAHAN     TAHUN
ANGGARAN 2020.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal   1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.   Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2.   Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah  yang  memimpin  pelakeanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi
kewenarlgan Kabupaten Sanggau.

3.   Bupati adalah Bupati Sanggau.
4.   Kecamatan adalah wilayah kelja camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten

Sanggau.
5-.   Kelurahan    adalah    bagian'    wilayah    dari-    kecamatan    sebagdi-    peran`gkat

kecanatan.
6.   Dana  Alokasi   Umum  yang  selanjutnya  disingkat  DAU  adalah  dana  yang

dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah
dengan   tujuan   pemerataan   kemampuan   keuangan   antar   daerah   untuk
mendanai -keb.utuhan daerah dalam rang-ka p.elaksanaan des`entralisasi.

7.   Dana Alokasi  Umum Tambahan  Dukungan  Pendanaan  bagi  Kelurahan yang
selanjutnya  disebut  DAU  Tambahan  Bantuan  Pendanaan  Kelurahan  adalah
drlkungan   pendanaarl   bagi   kelurahan   di   dacmah   kabupaterl/kota   yallg
bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  untuk  kegiatan
pembangunan  sarana dan prasarana kelurahan dan  kegiatan pemberdayaan
masyarakat kelurahan.

8.   Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah yang  selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.



Pasal 2

(-1)   DAU Tambahan Barlt`:carl Pendanaan Kchahan dialokasikan untu-k memberi
dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban
penganggaran bagi Kelurahan.

(2)   DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)  tidak mengurangi kemitmen -Pendanaan Peinerintah Daerah kepada
Kelurahall  melalui  APBE}  sesual  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

(3}   DAU Tamhahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada
ayat  (1)  digunakan  untuk  mendanai  kegiatan  pembangunan  sarana  dan
prasarana  Kelurahan  dan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  Kelurahan
yang   pel-aksanaannya   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   pcmi.ndang-
undangan.

BAB 11

RATEGORI DAN ALOKASI

Pasal 3

(1)    Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dialokasikan sesual
dengan kategori Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Ncrmor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran  Dana Alckasi Umum
Tambahan Tahun Anggaran 2020.

(2}    Kategori  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1},  digohagkan  dalam
kategori  daerah  "perlu  ditingkatkan"  dengan jumlah  Kelurahan  sebanyak 6
(enan) Kelurahan.

(3)    DAU   Tambahan   Bantuan   Pendanaan   Kelurahan   sebagaimana   dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dialokasikan sebesar Rp.2.196.000.000,OO (dua milyar
seratus sembilan puluh enam juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomor  78  Tahun  2019  tentang  Rincian  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
N€gara Tahun Anggaran 2020.

(4)    Pendanaan  Kelurahan  melalui APBD  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2
ayat (2) dialokasikan sebesar Rp. 4.677-.120.000,00 (empat milyar enam ratus
tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah).

(5)    Jumlah   alokasi   DAU   Tambahan   Bantuan   Pendanaan   Kelurahan   dan
pendanaan  Kelurahan  melalui  APBD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)
dan ayat (4} dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata.

(6)    Jumlah  rincian  untuk  masing-masing  Kelurahan  alokasi  DAU  Tambahan
Bantuan  Pendanaan  Kelurahan  dan  pendanaan  Kelurahan  melalui  APBD
sebaga]-mama  dimaksud  pada  ayat   (5),   tercantum  dalam  lampiran  yang
rperiapakan bagian tidak terpi_§ahkan dari Pera_tu_ran Bupati_ i_pi.



BAB Ill

PENGANGGARAN, PENYALURAN DAN PEIAPORAN

Pasal 4

(1}    DAU   TaraELhahan   Bantuan   Pendanaan   Kelu-rahan   sebagalm-ana   di-in-aksud
dalam Pasal 3 dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2020.

{2}   Anggaran.  DAIU   Tamhahan  Bam]tuan  Pendanaan   Kelurchan`  schagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  dicantumkan  dalam  Daftar  Pelaksanaan  Anggaran-Tsatuan Kerja Perangkat Daerah-{DPA=SKP-D} Kecaeatan Kapuas.

(3)    Tata  cara  penyaluran  dan  pelaporan  DAU  Tambahan  Bantuan  Pendanaan
Kflurahan ` sebagal-mana  dim-aksud  pada  ayat  (2}  dilakukan  sesual-  den-gan
ketenttran peraturan pertmdang-undangan.

BAB IV

KRTENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlcku pada tanggal diundangkan.
Agar   setiap   orang   mengetahuinya,   memerintahkan   pengundangan   Peraturan
Btipati i-ni -deri8ari -Eerie-in-Pataritrya dalrfu Be-rife Daerah Kabtrpatch San88ari.

Ditetapkan di Sanggau-pada -fariggal 9 April 2020

BUPATI  SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI
Diundangkan di Sanggau

pada tanggal 9 April 2020_

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMARA

BERITA DAERAH RABUPATEN- SANGGAU- TAHUN 2020 NOMOR 1 I

Pe-inbina (-IV/ a}
NIP.  19770315 200502 2 002



LAMPIRAN     : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR-          :-1 I TAHUN 2020
TENTANG       : DANA ALORASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN DANA ALORASI UMUM TAMBAHAN
BANTUAN PBNDANAAN KBLURAHAN TAHUN ANGCIARAN- 2020

No. -Nana Kelurahan DAU Tambahan APBD Total
(Rp) (Rp)

1. Tanjung Kapuas 366.000.000,00 779.520.000,00 1.145.520.000,00

2. Tanjung Sckayan 366.000.000,00 779.520.000,00 1.145.520.000,00
-3_. Sungai S_engkuang 3_6_6.00.0.000,00_ 779.520`.000-,00 1.145..520.0_00.,00

4. Ilir Kota 366.000.000,00 779.520.000,00 1.145.520.000,00

5. Beringin 366.000.000,00 779.520.000,00 1.145.520.000,00

6. Bunut 366.000.000,00 779.520.000,00 1.145.520.000,00

TOTAL 2.196.OcO.000,OO 4.677.120.000,00 6.873.120.000L,00

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Pembi-na {IV/ a}
N-IP.  19770315 200502 2 002


